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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari pembahasan di atas terdapat simpulan sebagai berikut : 

1. Konsekuensi Hukum Terhadap Lingkungan Dengan Adanya Pembangunan 

Jalan Tol Padang-Pekanbaru yaitu:  

a. Berdampak pada konflik hukum masyarakat lokal.  

b. Kewajiban Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan.  

c. Transparansi dan Akuntabilitas. 

2. Dampak Lingkungan Yang Terjadi Dengan Adanya Pembangunan Jalan 

Tol Padang-Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:  

a. Degradasi Kualitas Udara.  

b. Kerusakan Tanah dan Keanekaragaman Hayati.  

c. Perubahan Sosial-Ekonomi.  

d. Pembangunan  jalan tol sepanjang  memerlukan  lahan  yang  sangat  

luas. 

B. Saran 

1. Agar pengembang jalan tol tetap melakukan Amdal secara komprehensif 

dan transparan. Amdal harus melibatkan partisipasi masyarakat setempat 

untuk mengidentifikasi, menilai, dan merencanakan mitigasi dampak 

lingkungan yang mungkin ditimbulkan. 

2. Agar pihak pemerintah maupun pemegang proyek jalan tol, yang mana dapat 

lebih meminimalisir atau mencegah dampak lingkungan terhadap masyarakat 
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agar tidak membahayakan lingkungan di sekitar jalan tol. 

3. Agar pemegang proyek jalan tol tetap melakukan penanganan lingkungan 

menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2012 sesuai 

dengan yang telah di tetapkan. 
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